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PERADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK
HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Oleh: Marzuki

ABSTRAK
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni
Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah- dimulat
sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan
kolonial Belanda.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh
proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan
Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun [989 tentang
Peradilan Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan
Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga peradilan lainnya
dalam lingkup peradilan nasional. Peradilan Agama memiliki
wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara wmat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan.

Dengan kedudukan dan wewenang Peradilan Agama seperti di
alas, Peradilan Agama dapai dikatakan sebagai salah satu institusi
penegak hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum Islam.
Namun, harus diakui babwa janghauan Peradilan Agama masih
sangat terbatas. Peradilan Agama baru menangani perkara-perkara
umat Islam dalam ketiga hukum keperdataan seperti di atas, belum
menjangkau Bidang hukum yang lain, seperti hukum pidana dan
hufum-Tkum lainnyva.
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Fendaliluun

Povdilon Apgama merupakan  proses
wotwrian keadilan berdasarkan
wikiing Il kepada  orang-orang
Bl yang i lakokan di Pengadilan
Spains dan Pengadilan Tinggi Agama.
Eobwradann Perndilan Agama, dalam
slemn peradilan nasional  Indonesia,
swenpaban walah o satu pelaksana
bk anann kehakiman di Indonesia, Di
sumping Pedilan Apama,  di
Bdonenin jugn dikenal tiga lembaga
wiwlilen lain yang  mempunyai
clilubun yang soma dan sederajat
denpnn kekonsann yang berbeda, yaitu
Poowdilan Umum (Peradilan Negeri),
Fovwdilan Militer, dan Peradilan Tata
Ll Mepari (AL, 1996: 251),
Fovadtilang Apnmn telah tumbuh dan
s lepibingn i bumi nusantara sejak
spni Dalam dinnut oleh  penduduk
vt B i wilayah ini, berabad-
sl wehielum - kehadiran  penjajah.
Fobwrwdann Perndilin Agama  pada
caki i belom mempunyai landasan
Bk wecnn formal. Peradilan
Spai i muneal bersamaan dengan
el kebutuhan dan kesadaran

Bk il Islam  Indonesia.

(MWl Sjadzali, 1991: 42),
Poopukunn akan adanya  Peradilan
Apaiis secarn resmi sangatlah berarti

bapt tnbhinys salah satu  institusi
pospak keadilan i nusantara  ini,
kg dnlam prakteknya
pelubsaiinan lembaga  peradilan  ini
codal et olel pemerintah kolonial
Wilwda Cleh karena itu, keberadaan

Povwdilon Apamn seperti it belum

Salntuk tnformmnl !

menjamin  terlaksananya lembaga
peradilan yang didasarkan pada nilai-
nilai keislaman, Berbagai usaha telah
dilakukan oleh umat Islam dalam
rangka mewujudkan lembaga
Peradilan Agama yang diimpikan.
Usaha ini ternyata memakan waktu
yang cukup lama. Setelah melalui
berbagai tahapan, baru pada tabun
1989 pemerintah Indonesia
mengeluarkan Undang-undang No. 7
tahun 1989 yang khusus mengatur
Peradilan Agama. Dengan keluarnya
undang-undang ini maka. keberadaan
Peradilan Agama mempunyai
landasan  hukum  yang  formal
(landagan yuridis formal) dan diakui
sejajar dengan badan-badan peradilan
lainnya yang sama-sama
meiaksanakan fungsi kehakiman di
Indonesia.

Tulisan ini bermaksud memaparkan
eksistensi lembaga Peradilan Agama
di Indonesia yang merupakan salah
satu lembaga penegak hukum [slam
baik dalam bentuk syariah maupun
fikih, Sebelum menguraikan masalah
tersebut ada baiknya diungkap terlebih
dahulu sejarah singkat Peradilan
Agama di Indonesia.

Sejarah Peradilan Agama di
Indonesia

Peradilan Agama dalam bentuknya
yang sederhana berupa sahkim
{lembaga penyelesaian sengketa antara
orang-orang Islam yang dilakukan

- oleh para ahli agama), telah lama ada

dalam masyarakat Indonesia, yakni
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sejak agama Islam masuk ke
Indonesia. Lembaga fahkim ini
berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat Muslim di
kepulauan nusantara. Keberadaan
Peradilan Agama baru diakui secara
resmi oleh pemerintah Belanda pada
tahun 1882, yaitu ketika
diresmikannya Pengadilan Agama di
Jawa dan Madura berdasarkan Stbl.
1882 No. 152 (Anrullah Ahmad,
1996: 4).

Dengan keberadaan lembaga semisal
Peradilan Agama tersebut pemerintah
Belanda merasa bahwa hukum Islam
benar-benar telah diberlakukan oleh
umat- Islam di Indonesia. Karena
itulah, pemerintah Belanda berusaha
untuk menghalangi berlakunya hukum
Islam lebih luas lagi. Atas nasehat C.
Snouck Hurgronje pemerintah
Belanda memberlakukan teori receptie
yang memberlakukan hukum Islam
apabila sudah diterima oleh hukum
adat (Mobamunad Daud Ali, 15%6:
218). Teori recepiie ini diberlakukan
dalam rangke menentang berlakunya
teori receptio in compiexu yang
dikemukakan oleh LWC van den Berg
yang mengakni berlakunya hukumn
Isiam di Indonesia seiak umat Islam
ada di situ,

Dengan diberlakukannya teori receptie
pemerintah Belanda mulai mengganti
undang-undang yang diberlakukan di
Indonesia. Tahun 1919, misalnya,
pemerintah  Belanda  mengganti
undang-undang dari
Regeeringsreglement (RR) . menjadi
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Indische Staatsregeling (1S). Tabun
1937 keluar Stbl. 1937 No. 116 yang
membatasi  wewenang  Peradilan
Agama  hanya pada  masalah
perkawinan. Sedangkan masalah waris
diserahkan kepada Pengadilan Umum
(Sjadzali, 1991: 46).

Perubahan tantanan peradilan
nasional, khususnya Peradilan Agama,
mulai berubah setelah ~ Indonesia
merdeka. Perubahan ini bertitik tolak
pada ketentuan konstitusi di samping
memperhatikan perkembangan
aspirasi dan tatanan masyarakat secara
luas. Dasar yang dijadikan rujukan
dalam perubahan itu adalah padal 24
dan 25 UUD 1945, Sedangkan
perkembangan aspirasi masyarakat
tercermin dalam artikulasi politik dari
berbagai kekuatan politik melalui infra
struktur dan supra struktur politik
dalam  mewujudkan  kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Pembinaan Peradilan "Agama yang

semula berada di tangan Kememirian -

Kehakiman diserahkan kepada

Departemen Agama melalui PP No.’

5/8D/1946, Tahun 1948 keluar
Undang-undang No. 19  yang

memasukkan Peradilan Apama ke
Peradilan Umum {Peradilan Negeri).

Namun, undang-undang ini tidak
pemnah berlaku, karena tidak sesuai
dengan kesadaran hukum masyarakat
Indonesia. Tahun (951 pemerintah
memberlakukan Undang-undang
Darurat No. 1 Tahun 1951 yang tetap
mempertahankan eksistensi Peradilan
Agama dan menghapus Peradilan
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Swapraja dan Peradilan Adat. Sebagai
kelanjutannya pemerintah
memberlakukan Undang-undang No,
45 Tahun 1957 yang mengatur
pembentukan Peradilan Agama di luar
Jawa dan Kalimantan Selatan.
Sclanjutnya  tahun 1964 keluar
Undang-undang No. 19 tentang Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Tahun 1979
Undang-undang No. 19/1964 tersebut
diganti dengan Undang-undang No. 14
lahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.  Undang-undang  ini
mengakui eksistensi Peradilan Agama
sejajar  dengan  ketiga lembaga
peradilan lainnya di Indonesia.

Wewenang Peradilan Agama

Tanggal 29 Desember 1989 terjadi
peristiwa  penting yang berkenaan
dengan berlakunya sebagian hukum
[slam dan . penvelenggaraan peradilan
Islam di Indonesia. Peristiwa itu

Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Undang-undang ini
merupakan salah satu  peraturan

perundang-undangan untuk -

melaksanakan  ketentuan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, dalam upaya
mewwjudkan  suatu  tatanan  hukum

nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945. Undang-
undang Nomor 7 - Tahun 1989 ini
berangkai dengan Undang-undang
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Nomor 14 tzhun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Undnag-undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum dan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
terdiri atas 7 bab yang meliputi 108
pasal. Ketujuh bab tersebut berisi
Ketentuan Umum (Bab I), Susunan
Pengadilan (Bab 1II), Kekuasaan
Pengadilan (Bab III), Hukum Acara
(Bab 1V), Ketentuan-ketentuan Lain
(Bab V), Ketentuan Peralihan (Bab
VI), dan Ketentuan Penutup (Bab
VII). Undang-undang ini, sebagai

pengganti _ undang-undang
sebelumnya, memuat  beberapa
perubahan penting dalam

penyelenggaraan Peradilan Islam di
Indonesia, Perubahan-perubahan
tersebut di antaranya berkenaan
dengan (1) dasar hukum
penyelenggaraan  peradilan; (2)
kedudukan badan Peradilan; (3)
susunan pengadilan; (4) kedudukan,
pengangkatan, dan  pemberhentian
hakim; (5) kekuasaan pengadilan; (6)

hukum  acara peradilan; (7)
penyelenggaraan administrasi

peradilan; dan  (8) perlindungan
terhadap wanita (Cik Hasan Bisri,
1997: 126),

Wewenang Pengadilan Agama
ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989: “Pengadilan Apgama bertugas
-dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di




56 PERADILAN AGAMA SEBAGAIINSTITUST............... No. 01, Th. XXXI, 200}

tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang: a.
perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan
hibah, yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam; c. wakaf dan shadagah”.
Dengan demikian, jelaslah bahwa
wewenang Pengadilan Agama adalah
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan permasalahan kaum
Muslim dalam bidang-bidang tertentu,
yakni bidang perkawinan dan berbagai
hal yang terkait dengannya, bidang
kewarisan dan berbagai hal yang
terkait dengannya, serta bidang
perwakafan dan berbagai hal yang
terkait dengannya. Ketiga bidang
tersebut diperjelas dengan keluarnya
Instruksi Presiden tahun 1991 tentang
Kompilasi Hokom Islam di Indonesia
vang terdiri dari tiga buku, yaitu:
Buku I tentang Perkawinan, Buku II
tentang Kewarisan, dan Buku III
tentang Perwakafan.. Menurut
keterituan pasal 49 juga dijelaskan
bahwa wewenang Pengadilan Agama
hanya mengadili perkara-perkara
iciscbut di tingkat pertama. Adapun
pada tingkat banding (vang lebih
tinggi) yang menanganinya adalah
Pengadilan Tinggi Agama (pasal 51).

Dalam sejarahnya, wewenang
Pengadilan Agama ini tidak begitu
saja langsung menangani perkara-
perakara seperti di atas, akan tetapi
melalui proses yang culup panjang,
yaitu mulai tahun 1882 sejak masih
berbentuk Priesterrad (Majelis atau
Pengadilan Pendeta) yang didirikan
oleh pemerintah kolonial Belanda.
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Perkara-perkara  yang  ditangani
ditentukan oleh Pengadilan Agann
sendiri, yaitu perkara-perkara yung
berkaitan dengan perwalinn,
kewarisan, hibah, shadaqah, baitulmal,
dan wakaf (Sajuti Thalib, 1980: 24)
Jadi, wewenang Pengadilan Agumn
sudah meliputi ketiga perkara yang
disebut dalam Kompilasi Hukum
Islam yang ada sekarang.

Pada tahun 1922 pemerintah Belandi
membentuk  suatu  komisi  yany
bertugas meninjau kembali kedudukan
dan wewenang Pengadilan Agama
Komisi yang pada hakekatnyn
dikuasai penuh oleh Betrand ter IMaar
ini berhasil melaksanakan tugasnyn
dan memberi rekomendasi kepada
gubernur jenderal Hindia Belanda
untuk meninjau  kembali wewenany
Pengadilan Agama. Tujuan Pokok dari
saran  komisi - tersebut  adulah
menyangkut wewenang Pengadilan
Agama, yakni pencabutan wewenany
Pengadilan Agama untuk mengadili
masalah  wakaf  dan  masalal
kewarisan, Pencabutan ini, menurul
para pemumpin Islam, merupakion
langkah mundur ke zaman Jahiliyili
dan dipandang menentang sendi-sendl
iman orang Isiam (Mohammad Daud
Ali, 1989: 223).

Pada tahun 1937 keluar Stbl. 1937 No
116. Dengan Stbl, ini wewenany
Pengadilan Agama untuk mengadili
masalah kewarisan dialihkan kepada
Pengadilan Negeri. Dengan demikinn,
wewenang Pengadilan Agama hanya
mengurusi  masalah  perkawinan
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wwentarn fu di Kalimantan Selatan

dulivikan Kerapatan Qadli dan
Fotapatan Qadli Besar dengan Stbl.
W, Noo 63 dan 639 yang
COWERTA YR persis seperti

Penpailan Negert,

clelah Indonesin merdeka, langkah
caiip dinmbil pemerintah  Indonesia
lali menyerahkan pembinaan
Pormdilan Aganma  dari Departemen
Folinkiiman  kepada © Departemen
Apaign melalor PP, 5/SD/1946. Tahun
19N keluar Undang-undang No. 190
palp memasukkan Peradilan Agama
be dalam Peradilan Umung, meskipun
bl i tidak pernah berjalan, Tahun
1u8Y premerintah mengatur
peaberntukan  Peradilan  Agama di
W lnwn Madura dan  Kalimantan
Selatun melalon PP, No. 45 Tahun
1057 Wewenang Peradilan Agama di
Wt Iawn, Madura, dan Kalimantan
Selatan meliputi perkara-perkara (1)
wikaly, (2) talak, (3) rujuk, (4) fasakh,
(0 atkal, (6) mas kawin, (7) tempat
Lediwnn, (B) mut’ah, (9) hadlanah,
CI) perknrn wards, (11) wakaf, {12)
Wbl (1Y) sedekah, dan  (14)

Bttlina! (Amrallah ahmad, 1996: 6). |

Pads perkembangan  selanjuinya,
Whin 1950 pemerintah - membentuk
Peopmilan - Apama dan  Pengadilan
Uoppd Apgiamn di berbagai  tempat
cang mermierlukan, Tahun 1964
peteintaly - mengeluarkan  Undang-
widang Noo 19 Tahun 1964 tentang

Pobkul Kekunsnan Kehakiman yang

dinnnl keluarya Undang-undang No.

(4 Tahon 1970 tentang Ketentuan-

Salaluh tutormnnd ’

ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Berdasatkan undang-
undang ini kedudukan Peradilan
Agama setingkat dengan peradilan-
peradilan lainnya. Pada akhirnya,
dengan keluamya Undang-undang No.
7 Tahun 1989 Peradilan Agama benar-
benar memiliki legitimasi yang kuat
dan benar-benar sama dan setingkat
dengan tiga peradilan lainnya yang
ada dalam lingkup peradilan di
Indonesia.

Yang perlu dicatat di sini adalah
bahwa wewenang Peradilan Agama
baru terbatas pada perkara-perkara
perdata dan hanya menyanghkut
perkara-perkara umat Islam. Jadi,
Peradilan, Agama belum menjangkau
perkara-perkara lain di luar perdata,
seperfi pidana, dan juga belum
melibatkan penganut selain Islam
dalam berperkara.

Peradilan Agama sebagai Institusi
Penegak Hukum Islam

s ata

F [t

cudab  Adijalagkan  haohwam
o CAnWa

Peradilan Agama memiliki wewenang
untuk  menyelesaikan  miasalah-
masaiah  yang berkaitan dengan
perkawinan, kewarisan, dan
perwakafan. Ketiga masalah ini
merupakan bagian dar1 objek garapan
fikih muamalah, dan secara integral
merupakan bagian dari ruang lingkup
hukum Islam, baik yang berdimensi
syariah maupun yang berdimensi
fikih.

Syariat Islam yang diperjelas dengan
fikih sudah mengatur permasalahan
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hukum yang cukup detail. Aturan-
aturan ini dijadikan sebagai pegangan
oleh umat Islam di dalam
menyelesaikan  problematika  yang
muncul berhubungan dengan masalah
hukum. Namun, karena muncul
perbedaan pendapat dari para ulama
mengenal kepastian aturan tersebut,
maka seringkali problematika yang
muncul tidak bisa diselesaikan dengan
tuntas.

Munculnya hukum modern menuntut
antuk  diwujudkan sumber atau
tandasan hukum yang formal di setiap
negera  sebagai ruyukan dalam
menyelesaikan setiap permasalahan
yang -muncul, Begitu juga, hukum
Islam yang sudah ada dalam bentuk
syariat maupun fikih masih dituntut
untuk ditormulasikan dalam bentuk
kodifikasi hukum atau undang-undang
agar mempunyai kekuatan hukum
yang bisa mengikat setiap orang yang
berkaitan depgan hukum. Karena ifu,
di negara-negara islam atau nepara-
negara yang mayoriias penduduknya
beragama Islam bermunenlan undang-
undang untuk mengatur permasalahan
hukum di negaranya masing-masing.
Hal seperti ini juga terjadi di negara
kita Indonesia.

Kalagu dilihat pelaksanaan huokum
Islam di Indonesia, dapatlah dikatakan
bahwa hukum Islam yang berlaku bagi
urai Islam dapat dibagi menjadi dua,
yaitu hukum Islam  yang berlaku
secara formal yuridis dan hukum
Islam yang berlaku secara normatif
(Mohammad Daud ali, 1991: 75).
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Hukum Islam yang berlaku secarn
formal yuridis adalah hukum Islam
yang mengatur hubungan manusin
dengan manusia lain dan mengatul
hubungan manusia dengan benda
dalam masyarakat yang disebul
dengan istilah mu’amalah. Hukum
Islam ini menjadi hukum posilil
karena ditunjuk oleh peraturan
perundang-undangan. Hukam Islam
yang berlaku secara formal yuridis ini
memerlukan bantuan penyelenggara
negara untuk menjalankannya secara
sempurna dengan cara misalnyi
mendirikan Peradilan Agama yany
menjadi salah satu unsur dalam sistem
peradilan nasional. Adapun hukum

Islam yang berlaku secara normatil

adalah hukum Islam yang mempunyai
sanksi kemasyarakatan,
Pelaksanaannya bergantung kepada
kuat-lemahnya kesadaran masyarakal
Muslim dalam berpegang kepadi
hukum Isiam yang bersifat normatif
imi. Hulwmo Islam seperti ini tidak
memeriukan banfuan penyeienggari
negara  untuk  melaksanakannya
Hampir seimua hukum Islam yang
mengatur hubungan manusia dengan
Tuhannya, dalam arti ihadah murni
{ibadah mahdiah), termasuk dalam
kategori hukum Islam ini, seperti
shalat, =zakat, puasa, dan haji
Pelaksanaan hukum Islam  yang
pormatif i ferganiuag  kepadu
tingkatan iman dan takwa serta akhlak
umat Islam sendiri.

Untuk menegakkan hukum Islam yang
bersifat formal yuridis, pemerintah
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Blesin telah membuat  peraturan
penmdang undangan, seperti Undang-
wielaig Moo 5 Tahun 1946, PP. No,

Uhahan 1957 Undang-undang No,
9 Tuhin 1964, Undang-undang No.
H Taln 1970, Undang-undang No. i
talinn 1974, dan Undang-undang No.

Paln 1989, Dengan  undang-
wlang wepertt ini diharapkan

petimnalalinn yang berkaitan dengan
Bk Inlom,  khususnya masalah
Eependatunn, dapat diselesaikan secara

il yuridin. Dari beberapa undang-
widwny  tersebut - dapat  dipahami
baliwn permasalaban hukum  Islam
YR imenyangkut keperdataan
Barunlali dinelesaikan  melalui  suata

Ibpn yang  disebut  Peradilan
Apanm Melalod lembaga  inilah

potkainpetkirn it diproses  dan
e lennikan

Piala perpalanannya,  eksistensi
Poondilan Apama di Indonesia
B L berbagai  persoalan.
Bobijukan pemerintah  koloniai
Belwdn  yang  sangal  merugikan
chatlennl Peradilan Agama ternyata
Bt fhmpalt era pasca

Fenwndekann, Baru tahun 1989, yaitu

g kelupmya Undang-undang No.

Paliin 1989 tentang  Peradilan
Spanw (LITIPA), cksistensi Peradilan
Spann i Indonesia bisa memenuhi
Batapan unnt - Islam  Indonesia,
i berkatan - dengan  status

Bk dan kewenangannya.

Fenpennhan UuUPA merupakan
peiistiwin penting bagi umat Islam

Hulonieatn [Dengan  disahkannya

Mululah nformuxl ’

UUPA tersebut semakin mantaplah
kedudukan Peradilan Agama sebagai
salah satu badan pelaksana kekuasaan
kehakiman yang mandiri di tanah air
kita ~dalam nmenegakkan hukum
berdasarkan hukum Islam mengenai
perkara-perkara di bidang perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan yang
sudah menjadi hukum positif di negara
kita.

Dari uraian di atas dapat dipahami
bahwa beberapa bagian hukum Islam
dalam bidang muamalah (keperdataan)
berdasarkan peraturan perundang-
undangan secara formal yuridis telah
menjadi bagian dari hukum positif
kita, Untuk menegakkannya telah pula
dimantapkan  eksistensi  Peradilan
Agama, yang menjadi bagian dari
sistem peradilan nasional, sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Dengan
UUPA eksistensi Peradilan Agama
sebagai lembaga penegak hukum
isiam memeiliki landasan hukum yang
kuat.

Di negara yang berdasarkan hulum,
seperti Indonesia, hukum berlaku
kalau didukung oleh tiga hal, yaitu
lembaga ©penegak hukum yang
diandalkan, peraturan hukum vyang
jelas, dan  kesadaran  hukum
masyarakat. Inilah yang dikenal
dengan doktrin hukum nasional yang
kebenarannya juga Dberiaku bagi
hukum Islam (Bustanul Arifin, 1996:
56).

. Lembaga ' penegak hukum yang

dimaksud di atas adalah Peradilan
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Agama, terutama hakim-hakimnya.
Para hakim Pengadilan Agama
dipersyaratkan ~ memiliki  ijazah
kesarjanaan baik sarjana hukum Islam
maupun  sarjana  hukum  umum.
Dengan  persyaratan  seperti  ini
diharapkan para hakim Pengadilan
Agama tersebut dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik. Pada masalah
yang kedua, yakni peraturan hukum
yang jelas, belum dijamin
keberadaanmya secara total, karena
peraturan-peraturan  hukum  Islam
(fikih) masih belum bisa terhindar dari
perbedaan pendapat, sehingga sangat
sulit untuk mengarah kepada unifikasi
hukumm Islam. Oleh karena itu,
keperluan  akan adanya suvatu
kompilasi atau kodifikasi hukum
sebenarnya adalah hal yang sangat
wajar, Di sinilah perlunya kompilasi
hukum Islam agar peraturan hukum
Islam menjadi jelas dan terhindar dari
perbedaan pendapat, schingga dapat
dilaksanakan -oich Pengadilan Agama
dengan mudah. Atas dasar inilah para
ulama Indonesia kemudian membuat
draf kompilasi hukum Islam yang
memuat tiga kitab hukum, yaitu
hukum perkawinan, hukum kewarisan,
dan hukum perwakafan. Tiraf ini
kemudian  direstikan  berlakunya
berdasarkan Instruksi Presiden No. 1
Tahun 1991 tanggal 10 Jumi 1991
{Abdurrahman, 1992: 50).

Namun, harus diakui bahwa perkara-
perkara yang menjadi kewenangan
Peradilan Agama sangat terbatas,
yakni  hanyalah  masalab-masalah

HMajaiak Informasi

keperdataan. Hingga sekarang Il
belum ada upaya yang jelas yanp
mengarah kepada perlunsn
kewenangan Peradilan Agama. Bidang
kewenangan yang sebenarnya sanyul
pokok dan segera untuk ditangunl
sampai  sekarang belum pernali
disinggung-singgung dalam  wachnu
perdebatan nasional, yakni masnlali
pidana (hukum pidana). © Semakin
banyaknya tindak kriminalitas (i
negara kita saat ini barangkall jugs
akibat tidak adanya penmanganan yany
jelas dalam masalah ini, terutanu
dalam menerapkan sanksi terhadaj
tindakan kriminalitas tersebut. Umal
Islam yang berperkara dalam masalal
pidana ini masih berurusan dengan
Pengadilan Negeri, padabal aturan
yang dipakai di Pengadilan Negen
masih aturan-aturan pidana warlsun
pemerintah Belanda yang kurang
sesuai  dengan ketentuan hukum
pidana Islam. Jika hukum pidana
Islam ini ditetapkan di Indonesin
sebagai hukum positif yang harus
diterapkan  dengan melibatkan
Peradilan Agama sebagai instilu
penegak hukumnya, maka kedudukun
dan wewenang Peradilan Agama akan
semakin mantap di negara kita dan
cksistensi hukum Islam juga semakin
kuat dan mengikat semaua umat Islam
di Indonesia.

Karena kondisi seperti itulah, maka
untuk suksesnya pelaksanaan hukum
Islam di negara kita, yang sangal
dibutuhkan sekarang adalah fakior
yang ketiga, yaitu adanya kesadaran
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Sk v tnggt dart umat Islam.
Lo widanyn kesndaran hukum  ini,
S wuhit bt Pengadilan Agama
Sk pwenepakkan hukom Islam  di
ol el masyarakat.  Oleh
Fotcin i, kredibilitas Peradilan
St sebngat  nstilugi - penegak
Fonlilan wanpgal Atergantung  kepada
st Ielain yang bertanggung jawab
eripenihan tan melaksanakan
porndilun ferwebut, Dalam rangka
ileh pembinaan organisasi,
Shinintiant, personal, dan keuangan
Fosnilan Apamn haruslah divsahakan
denpann sebinik-baiknya agar eksistensi
Porwlilen Apann ini benar-benar
Saiap nantinga,  Inilah  tanggung
pooab besnr yang harus dipikul oleh
paitenen Agama scbagai lembaga
e gt keberadaan Peradilan
S e i Indonesia,

Frnstup

Fed it di ntas dapat disimpulkan
Lobin lembnpn Peradilan Agama di
Belinenla sebenarnyn sudah ada janh

sl b hidonesin merdeka, Namun,
Faivim puda wakiu  itu Indonesia
B dalaim kekuagaan pemerintan

Wbl nmkn keberadaan Peradilan:

T Nt diwarnai oleh
Eopentingnn pemerintah Beianda. Dan
wilah yeng  terkadang  sering

Betbitian dengan aspirasi
Haavuinkal Indonesia vang
S ianya menganut agama Islam.

el Tndonesin merdeka, cksistensi
Forwditan Agami masih belum mantap
Abwdingkan denpan  eksistensi
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peradilan lainnya hingga
ditetapkannya Undang-undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dengan UUPA ini, Peradilan Agama
benar-benar mantap dan mempunyai
status hukum yang kuat dan memiliki
kedudukan yang sama dan setingkat
dengan peradilan-peradilan lainnya
dengan kekuasaan dan wewenang
yang berbeda. Harus diakui juga,
bahwa wewenang Peradilan Agama
masih terbatas pada perkara-perkara
umat Islam dalam bidang perkawinan,
kewarisan, serta perwakafan, dan
belum menjangkau bidang hukum
yang lain.

Eksistensi Peradilan Agama sangat
berarti bagi umat Islam Indonesia,
terntama dalam menegakkan
pelaksanaan  hunkum Islam  yang
bersifat formal yuridis. Namun,
keberadaan Peradilan Agama ini
belum bisa “menjamin berlakunya
hukum Isiam tersebut dengan baik jika
tidak dimmjang oleh kesadaran yang
tinggt dari umat Islam sendiri
Kesadaran vyang tinggi ini sangat
membantu Peradilan Agama dalam
melaksanakan  fungsinya  sebagai
lembaga penegak hulmm syariat atau
fikih di Indonesia.
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